A. Kesimpulan

1.

BAB YV
KESIMPULAN DAN SARAN

Masih adanya ketidaksesuaian Akad jual beli Perumahan X dengan prinsip

syariah, yakni bertentangan dengan persyaratan transaksi Istishna dalam jual beli

syariah yang harus dipenuhi (Fatwa MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000), serta

bertentangan dengan rukun Istishna menurut jumhur ulama. Ketidasesuaian tersebut

adalah :

a)

b)

d)

Dalam Akad tidak menjelaskan dan menegaskan bahwa pembayaran tidak
diperbolehkan dalam bentuk pembebasan hutang. Hal ini yang
mengakibatkan Akad menjadi gharar.

Tidak adanya penjelasan mengenai spesifik objek barang yang dijual. Hal

ini yang mengakibatkan Akad menjadi jahalah (tidak jelas) dan gharar.

Di dalam Akad tidak memberikan hak khiyar ru’yah kepada konsumen.
Sehingga dapat merusak Akad itu sendiri.

Dalam Akad tidak ada pengaturan yang jelas baik untuk developer maupun
konsumen terkait tentang penyerahan barang. Hal tersebut tidak sesuai
dengan asas kemudahan yang terdapat dalam KHES. Sehingga

menimbulkan Akad menjadi gharar.

Akad dibuat sendiri oleh developer tanpa campur tangan konsumen.

Sehingga menimbulkan Akad menjadi gharar.

2. Tanggung jawab yang diberikan PT. NR sebagai developer Perumahan X dalam

melindungi dan menjamin hak-hak konsumen ini masih memiliki kelemahan.

Kelemahan tersebut adalah :

a) Dalam Akad ini sama sekali tidak tercantum klausula hak-hak konsumen

yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terkait tanggung jawab
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apa yang diberikan oleh PT. NR selaku pihak developer perumahan kepada
konsumen dalam melindungi dan menjamin terpenuhnya hak konsumen

seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

b) Tidak tercantumnya hak konsumen maupun hak developer di dalam Akad.

Hal ini bertentangan dengan asas kemudahan di dalam KHES.

¢) Konsumen tidak dapat menuntut kepada developer hal lain di luar
kesepakatan karena hukum antara konsumen dan developer sudah mengikat
dan tidak dapat dirubah kembali. Sehingga mengakibatkan Akad menjadi

gharar.

B. Saran

1. PT. NR sebagai developer perumahan X harus memperbaiki Akad transaksi jual beli
perumahan X sesuai Fatwa MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 dan untuk bagi para
developer yang bergerak dalam bidang perumahan syariah harus teliti dan cermat
mengenai isi dari Akad transaksi jual beli. Karena apabila salah satu klausula yang

terdapat dalam Akad tidak sesuai dengan prinsip syariah, maka menjadi batal.

2. Harus dicantumkan secara jelas dan tegas hak-hak dan kewajiban mengenai konsumen
di dalam Akad transaksi jual beli merupakan suatu hal yang harus dilakukan. Hal ini
bermaksud guna menjamin dan melindungi hak konsumen agar konsumen tidak
dirugikan. Karena apabila tidak lengkapnya penjelasan mengenai hak-hak ataupun
kewajiban konsumen, maka tidak adanya kepastian hukum mengenai tanggung jawab
yang akan diberikan oleh developer dalam menjamin dan melindungi hak-hak

konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
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